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ABSTRACT 
 

The era of industrialization has transformed economic dynamics in 
numerous regions, impacting local communities. While it brings about 
positive outcomes like increased welfare, industrialization also poses 
risks to sustainable development and the environment. This study adopts 
a qualitative approach, drawing from interviews with village 
government officials and community members, as well as through forum 
group discussions (FGDs). It underscores the significance of 
empowering village communities to confront industrialization. 
However, field findings highlight the imperative need for building social 
capital in Lawang Uru Village. Therefore, the initial step to undertake 
is the establishment of social capital in Lawang Uru Village. The 
research concludes that the empowerment program in this village aims 
to harness the potential of natural and human resources to enhance 
community welfare sustainably, particularly in the industrialization era. 
Nonetheless, the presence of social capital stands as a pivotal 
determinant for the success of community empowerment initiatives in 
any locale, including Lawang Uru Village. 
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ABSTRAK 
 

Era industrialisasi telah mengubah pola ekonomi di banyak daerah, 
mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Meskipun membawa 
dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan, industrialisasi juga 
membawa risiko bagi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. 
Pengabdian Kepada Masyakat ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan memperoleh sumber dari wawancara kepada aparatur 
pemerintahan desa dan masyarakat desa baik secara internal ataupun 
melalui kegiatan forum group discussion (fgd). Pengabdian Kepada 
Masyakat tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat 
desa dalam menghadapi industrialisasi. Namun, dengan berdasarkan 
temuan dilapangan bahwa diperlukan adanya pembentukan modal sosial 
di Desa Lawang Uru. Oleh karena itu langkah pertama yang harus 
dilaksanakan adanya dengan membentuk modal sosial di Desa Lawang 
Uru. Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyakat ini adalah program 
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pemberdayaan di desa ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi 
sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan terutama di era industrialisasi. Namun, 
keberadaan modal sosial menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 
program pemberdayaan masyarakat dalam sebuah daerah termasuk di 
Desa Lawang Uru. 
 
Kata Kunci : Ekonomi; Industrialisasi; Pemberdayaan; Masyarakat 

Desa; Modal Sosial 

PENDAHULUAN 
Gelombang globalisasi terus mengubah 

banyak hal, termasuk kehidupan masyarakat 
pedesaan. Aspek ekonomi, politik dan budaya 
semua terkena dampak dari globalisasi tersebut 
diantaranya adalah pergerakan siklus roda 
perekonomian yang dipaksa untuk terus melaju. 
Dari antara banyak fenomena dampak 
globalisasi yang terjadi di era kontemporer ini 
terutama dalam aspek perekonomian dan 
pembangunan nasional adalah industrialisasi. 
Di negara-negara berkembang seperti 
Indonesia, industrialisasi menjadi salah satu 
strategi ekonomi yang seringkali digunakan 
untuk memperbaiki kondisi perekonomian 
nasional. (AR Chaerudin et al., 2020). 
Industrialisasi diyakini dapat menjadi motor 
transfromasi ekonomi dan membantu 
percepatan pembangunan nasional. 
Industrialisasi ini juga dipandang sebagai solusi 
pengentasan kemiskinan dan menekan angka 
kemiskinan. (Pan et al., 2023). Keberadaan 
sebuah industri tidak hanya ditentukan oleh tren 
pasar yang bergantung pada kebutuhan 
masyarakat; potensi sumber daya alam suatu 
daerah juga menjadi salah satu indikator 
keberadaan industri. 

Potensi sumber daya alam yang ada di 
Indonesia menjadi salah satu daya tarik para 
pengusaha untuk membangun industrinya. 
Keberadaan berbagai industri di Indonesia telah 
membantu program pembangunan nasional 
terutama meningkatkan pemasukan negara. 
Kesejahteraan penduduk juga terbantu oleh 
kehadiran industri seperti memberikan 
lapangan pekerjaan ataupun bagi hasil dari 
aktivitas produksi. Namun, keberadaan industri 
di Indonesia perlu dikawal dan mendapat 

perhatian serius agar tidak berdampak pada 
kerusakan lingkungan dan tidak sesuai dengan 
pedoman pembangunan berkelanjutan. (Fanny 
Inayah et al., 2022). 

Dalam beberapa Pengabdian Kepada 
Masyakat sebelumnya mencatat bahwa pada 
akhir tahun 1960-an, terjadi peningkatan yang 
signifikan dalam fenomena industrialisasi, 
dengan dukungan yang kuat dari masyarakat 
desa (Bertrand & Osborne, 1959). Dukungan ini 
muncul karena kepercayaan bahwa 
industrialisasi dapat menjadi solusi ekonomi 
bagi daerah pedesaan yang memiliki tingkat 
pendapatan rendah. (Bertrand & Osborne, 
1959; Darkoh & Kinyanjui, 2015). Industrialisasi 
memberikan kontribusi positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 
kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, 
inovasi, dan penggunaan sumber daya yang 
lebih efisien. (Elfaki et al., 2021).  

Fenomena industrialisasi di beberapa 
daerah di Indonesia terutama wilayah 
pendesaan sebagian besar didominasi oleh 
industri perkebunan dan industri pertambangan 
(Sugiswati, 2012). Industrialisasi memberikan 
dampak kepada masyarakat pedesaan 
khususnya dalam hal lapangan kerja. Salah satu 
faktor pendorong utama perubahan 
ketenangakerjaan global adalah tren demografi 
dan industrialisasi dan ini sangat terlihat di 
negara-negara berkembang (Ahmed et al., 
2022; Al Siddiq et al., 2019; Li et al., 2023). 
Poin utama yang sering diperbincangkan ketika 
membahas industrialisasi dan masyarakat desa 
adalah sejauh mana masyarakat desa siap 
menghadapi perubahan tersebut serta 
kemampuan mereka untuk bertahan. Salah satu 
pendekatan yang bisa diambil adalah melalui 
pelaksanaan program pemberdayaan 



 

Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 

 

257 

masyarakat. Program semacam ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
dalam merencanakan dan membangun wilayah 
tempat tinggal mereka (Nurkomala et al., 2023). 
Desa merupakan wilayah yang kaya akan 
berbagai potensi sumber daya, terutama di 
sektor ekonomi, lingkungan alam, dan 
kekayaan warisan sosial budaya. Potensi ini 
memiliki peranan penting dalam pembangunan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
salah satu provinsi terbesar di Indonesia 
memiliki potensi sumber daya alam yang 
diminati oleh banyak perusahaan asing ataupun 
dalam negeri untuk memulai aktivitas industri 
mereka. Industri perkebunan kelapa sawit dan 
pertambangan menjadi contoh industri yang 
banyak ditemukan di beberapa daerah di 
Provinsi Kalimantan Tengah. (Firdaus et al., 
2022; Ma’rif et al., 2020). Lokus Pengabdian 
Kepada Masyakat yang dipilih oleh peneliti 
yakni Desa Lawang Uru, Kabupaten Pulang 
Pisau juga merupakan daerah yang terdapat 
keberadaan perusahaan kelapa sawit. 
Keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa 
Lawang Uru telah cukup lama yakni pada tahun 
2017 lalu dan aktivitas panen kelapa sawit telah 
dilakukan kurang lebih 5 (lima) kali panen yang 
diketahui oleh aparatur desa. Secara hukum 
perundang-undangan yakni menurut Permentan 
No 26 Tahun 2007 menuliskan bahwa 
perusahaan wajib memberikan plasma sawit 
sebesar 20% kepada masyarakat setempat. 
Plasma sawit ini nantinya akan digunakan untuk 
membangun fasilitas publik di daerah tersebut 
seperti fasilitas pendidikan ataupun kesehatan. 
(Firdaus et al., 2022) 

Namun, masyarakat tentunya tidak bisa 
menggantungkan kehidupannya pada plasma 
sawit tersebut. Masyarakat terutama di 
pedesaan wajib mempertahankan kesejahteraan 
mereka secara mandiri. Adapun salah satu 
bentuk program membangun masyarakat desa 
yang mandiri secara perekonomian adalah 
dengan program pemberdayaan masyarakat. 
Adapun pemberdayaan masyarakat telah 
tercantum di dalam  Undang-Undang Republik 
Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yang mana dalam aturan ini mendefinisikan 
pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha 
untuk meningkatkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan cara 
meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui 
pengembangan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan inti 
permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat 
desa. 

Dengan pemahaman tersebut, 
pemberdayaan masyarakat bisa diartikan 
sebagai inisiatif untuk mendukung masyarakat 
desa dalam mengembangkan kemandirian 
dengan memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia di lingkungan sekitar, khususnya dalam 
konteks desa. (Harun et al., 2021). Pemanfaatan 
sumber daya yang tersedia di desa ini tidak akan 
dapat berjalan efektif apabila tidak dibekali 
pendampingan kemampuan bagi masyarakat 
desa yang instensif. Tentunya tujuan akhir dari 
pemberdayaan masyarakat ini adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
melalui aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok 
masyarakat desa yang umumnya bersifat relatif 
di masing-masing daerah.  

Desa Lawang Uru yang memiliki banyak 
potensi baik sumber daya alam (SDA) ataupun 
kualitas sumber daya manusia (SDM). 
Keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa 
Lawang Uru tidak serta merta menjadi sumber 
utama penyokong perkonomian masyarakat 
desa. Masyarakat Desa Lawang Uru cenderung 
lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari mereka yakni melalui 
aktifitas pertambangan di pesisir Sungai 
Kahayan. Fenomena kondisi masyarakat desa 
dan kondisi alam Desa Lawang Uru 
menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat 
desa sangat diperlukan agar terciptakan 
kesejahteraan desa yang berkelanjutan. Adapun 
pertimbangan utama yang ditemukankan oleh 
peneliti adalah kondisi lingkungan yang dapat 
rusak apabila masyarakat desa secara subsisten 
menggantungkan kehidupannya pada aktifitas 
pertambangan. Demikian pula pada keberadaan 
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kebun kelapa sawit yang berpotensi merusak 
ekosistem lingkungan.  

Namun, tantangan utama yang dihadapi 
dalam melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat desa di Desa Lawang Uru adalah 
belum terbentuknya modal sosial di masyarakat 
desa Lawang Uru. Modal sosial merupakan 
faktor penting untuk menyukseskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa. Dalam modal 
sosial in terdapat perasaan saling memiliki dan 
keinginan untuk saling membangun. Modal 
sosial ini juga dapat dipahami sebagai pondasi 
utama pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat. 

METODE 
Pengabdian Kepada Masyakat (PKM) ini 

pada pembahasan urgensi program 
pemberdayaan masyarakat Desa Lawang Uru 
dalam menghadapi era industrialisasi. 
Pengabdian Kepada Masyakat ini 
memanfaatkan metode kualitatif dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari 
hasil wawancara serta diskusi kelompok 
(Forum Group Discussion/FGD) yang 
diselenggarakan di Gereja Kalimantan 
Evangelis (GKE) Kahinje, Desa Lawang Uru, 
Kabupaten Pulang Pisau. Subyek utama 
Pengabdian Kepada Masyakat adalah 
masyarakat dan aparatur pemerintahan Desa 
Lawang Uru. FGD dihadiri sebanyak 50 (lima 
puluh) peserta yang terdiri masyarakat desa, 
tokoh agama dan aparatur Desa Lawang Uru. 
Peneliti melibatkan kelompok profesional dari 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan 
tujuan untuk memberikan informasi terkait 
model pemberdayaan masyarakat desa yang 
sesuai dan dapat diterapkan dalam konteks 
masyarakat desa Lawang Uru, khususnya dalam 
menghadapi era industrialisasi. Para peneliti 
juga memanfaatkan data sekunder yang berasal 
dari beberapa jurnal Pengabdian Kepada 
Masyakat terbaru serta buku-buku yang 
berkaitan dan relevan dengan topik Pengabdian 
Kepada Masyakat ini yakni perihal 
pemberdayaan masyarakat. Semua data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan metode 
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan 
Threat) kemudian dideskripsikan dengan 
menggunakan teori dan konsep pemberdayaan 
(empowerment), pemberdayaan masyarakat 
dan modal sosial. 

Penjelasan pelaksanaan Pengabdian 
Kepada Masyakat ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Peneliti mendapatkan informasi dari seorang 

mahasiswa yang mengeluhkan adanya 
potensi menurunya angka partisipasi sekolah 
di Desa Lawang Uru. 

2. Peneliti melaksanakan kunjungan ke Desa 
Lawang Uru dan melakukan observasi 
pertama di desa tersebut. 

3. Peneliti melaksankan kunjungan kedua guna 
bertemu dengan aparatur desa dan tokoh-
tokoh masyarakat yakni pemuka agama di 
Desa Lawang Uru. 

4. Peneliti mengadakan kunjungan ke Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD), Provinsi Kalimantan Tengah dan 
menyepakati rencana sosialisasi di Desa 
Lawang Uru. 

5. Peneliti mengundang masyarakat desa untuk 
menghadiri Forum Group Discussion (FGD) 
dan sosialisasi di GKE Kahinje dengan 
mendatangkan perwakilan dari DPMD 
sebagai narasumber utama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Fenomena Industrialisasi di Desa 

Lawang Uru 
Desa Lawang Uru berada di 

Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten 
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan 
Tengah. Desa Lawang Uru merupakan 
salah satu desa terluas yakni sebesar 50 
km2 atau 8,63% dari kecamatan Banama 
Tingang. Menurut data Badan Pusat 
Statistik jumlah populasi penduduk Desa 
Lawang Uru adalah sebanyak 1224 jiwa 
yang terdiri atas 589 perempuan dan 635 
laki-laki. Secara geografis Desa Lawang 
uru dialiri salah satu sungai terbesar yang 
ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 
Sungai Kahayan. Sebagian besar 
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penduduk desa menggunakan pesisir 
Sungai Kahayan sebagai sumber 
pendapatan utama yakni melalui kegiatan 
penambangan (tambang emas) hal ini 
diketahui melalui wawancara dengan 
penduduk desa dan aktifnya mobilitas 
kendaraan berkapasitas yang mengangkut 
peralatan tambang. Berdasarkan 
pengamatan peneliti lokasi aktifitas 
pertambangan yang berada di Desa 
Lawang Uru tidak menetap karena 
bergantung pada kondisi lapisan tanah 
dasar sungai yang menjadi sumber mineral 
berupa emas, namun tetap berada di 
sepajang pinggiran sungai Kahayan. 

Sejarah kegiatan pertambangan yang 
dilakukan disepanjang sungai Kahayan 
telah berlangsung sejak tahun 1980an dan 
diantaranya menggunakan cara manual 
untuk menambang emas di bantaran sungai 
Kahayan (Ester Suoth et al., 2020). 
Besarnya keuntungan yang diperoleh dari 
aktivitas perdagangan emas menjadi daya 
tarik utama masyarakat lokal Provinsi 
Kalimantan Tengah terutama di 
masyarakat lokal di Desa Lawang Uru. 
Keunggulan kualitas mineral emas yang 
terdapat di Desa Lawang Uru telah 
membantu masyarakat desa memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari.  

Menurut Indeks Desa Membangun 
tahun 2020, Desa Lawang Uru 
diklasifikasikan sebagai desa berkembang 
dan ini sesuai dengan kondisi lapangan 
yang peneliti temukan. Kemajuan desa ini 
tidak terlepas dari situasi ekonomi 
masyarakat lokal di Desa Lawang Uru 
yang merupakan salah satu faktor kunci 
dalam menentukan kesejahteraan 
penduduk desa. Selain kegiatan 
pertambangan yang dilakukan oleh 
penduduk setempat, Desa Lawang Uru 
juga menghasilkan komoditas lain, yaitu 
kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa 
sawit di Desa Lawang Uru mencapai 
243,9965 hektar, dengan sebagian besar 
dikelola oleh PT. Citra Agro Abadi. 

Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pertanian 
mengamanatkan bahwa perusahaan 
perkebunan yang memiliki Izin Usaha 
Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha 
Perkebunan Besar (IUP-B) diwajibkan 
untuk membangun kebun bagi masyarakat 
sekitar, minimal seluas 20% (dua puluh 
persen) dari total luas areal kebun yang 
dikelola oleh perusahaan. Namun, saat ini 
banyak keberadaan perusahaan kelapa 
sawit termasuk yang berada di Desa 
Lawang Uru tidak melaksanakan Peraturan 
Pemerintah tersebut. Perusahaan kelapa 
sawit tetap melaksanakan kegiatan industri 
mereka yang luas lahan kebun kelapa sawit 
mengalami penambahan tanpa adanya ijin 
dari masyarakat desa. 

Tidak hanya keberadaan kebun kelapa 
sawit yang perlu mendapatkan perhatian 
khusus, namun aktivitas penambangan 
lokal milik warga juga harus diberikan 
atensi. Aktivitas pertambangan emas di 
sepanjang Sungai Kahayan, khususnya 
penggunaan merkuri yang berlebihan telah 
meningkatkan pencemaran air Sungai 
Kahayan.  (F.Dirun et al., 2021). Oleh 
karena itu, masalah ini perlu mendapatkan 
perhatian serius dan tindakan yang tepat 
untuk meminimalkan dampak negatifnya 
terhadap lingkungan dan kesehatan 
masyarakat setempat.  

Dengan demikian, pendampingan 
intensif dari berbagai pihak, termasuk 
pemerintah daerah, lembaga masyarakat, 
dan peneliti, dianggap penting untuk 
membantu masyarakat desa Lawang Uru 
menghadapi tantangan ini secara efektif 
dan berkelanjutan. Kesejahteraan 
masyarakat di berbagai tingkat 
pemerintahan dapat tercapai apabila 
pembangunan nasional dapat berjalan 
secara berkelanjutan. Kesejahteraan 
masyarakat juga perlu memperhatikan 
unsur-unsur penyongkong kehidupan 
masyarakat terutama lestarinya sumber 
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daya alam yang menjadi sumber mata 
pencaharian penduduk. 

b. Pembangunan Berkelanjutan 
Menciptakan kesejahteraan 

masyarakat desa tidak hanya berasal dari 
APBN namun memerlukan adanya 
kemandirian dari masyarakat desa itu 
sendiri. Sinergisitas antara pemerintah 
pusat, daerah dan desa diperlukan untuk 
mendukung terciptanya masyarakat desa 
yang mandiri. Masyarakat desa yang 
mandiri akan membantu menyukseskan 
pembangunan nasional. Namun, disisi lain 
upaya untuk memandirikan desa ini harus 
memperhatikan potensi dan keadaan 
sumber daya alam yang menjadi 
penyokong utama kehidupan masyarakat.  

Salah satu upaya mempertahankan 
pembangunan nasional dengan 
memperhatikan kondisi sumber daya alam 
adalah dengan berpedomankan tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan merupakan 
kesepakatan global yang mana didalamnya 
terdapat kesadaran penuh adanya 
tantangan dan ancaman yang mendesak 
dalam pembangunan nasional saat ini. 
(Wang et al., 2022). Dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan terdapat 
upaya untuk memutuskan rantai 
kemiskinan dengan meningkatkan 
kemakmuran ekonomi, lingkungan yang 
terjaga kelestariannya, inklusi sosial, 
perdamaian dan pemerintahan yang baik di 
masing-masing negara. (Ramadhani & 
Prihantoro, 2020; Ramasubramanian & 
Ramakrishna, 2023).  

Wawancara peneliti kepada 
masyarakat desa dan aparatur desa 
menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat Lawang Uru yang notabene 
bekerja sebagai penambang emas belum 
menyadari dampak kegiatan penambangan 
emas terhadap ekosistem di Sungai 
Kahayan. Lokasi penambangan emas yang 
di sepanjang pesisir Sungai Kahayan sudah 
beberapa kali mengalami perpindahan. 

Adapun yang menjadi penentu 
perpindahan lokasi tambang adalah 
ketersediaan mineral emas di lokasi 
tambang yang sedang dieksplorasi 
tersebut. Telah banyak Pengabdian Kepada 
Masyakat yang membuktikan bahwa 
kelestarian Sungai Kahayan sudah 
terancam akibat aktivitas penambangan 
emas di lakukan baik di hulu ataupun di 
hilir Sungai Kahayan. Sebagian besar 
kualitas air Sungai Kahayan telah tercemar 
oleh limbah merkuri yang bersumber dari 
kegiatan penambangan emas dan tidak 
layak untuk dikonsumsi. (Neneng et al., 
2020). 

Pada akhir tahun 2022 telah terjadi 
konflik antara masyarakat Desa Lawang 
Uru dan pihak perusahaan sawit. Konflik 
ini disebabkan perusahaan tidak 
memberikan plasma sejak pertama kali 
kegiatan panen hasil. Kepala Desa 
menyampaikan awal mulanya masyarakat 
desa tidak mengetahui hak plasma yang 
mereka miliki. Namun, setelah dilakukan 
pendekatan intens dan dialog yang 
komprehensif kepada masyarakat desa 
guna menjelaskan hak-hak yang mereka 
terima dari keberadaan perusahaan sawit 
ditemukan bahwa masyarakat desa belum 
mengetahui akan hak tersebut. 

Hingga saat ini belum ada dialog 
terbuka antara perusahaan dengan 
masyarakat desa. Dari temuan ini 
keberadaan perusahaan kelapa sawit telah 
menimbulkan kondisi yang tidak kondusif 
di Desa Lawang Uru. Apabila konflik 
terjadi secara berkelanjutan maka akan 
menghambat pembangunan Desa Lawang 
Uru. Konflik ini juga menghambat 
tercapainya Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan terutama pada butir ke 16 
(enam belas) Perdamaian, Keadilan dan 
Kelembagaan yang Tangguh. 

Pencemaran lingkungan yang 
disebabkan penggunaan merkuri dan 
konflik antara perusahaan dan masyarakat 
desa mengindikasikan bahwa kegiatan 
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pemberdayaan masyarakat diperlukan 
untuk membantu keberlanjutan kehidupan 
masyarakat Desa Lawang Uru.  

 
Gambar 1. Wawancara peneliti 

bersama Kepala Desa Lawang Uru 

c. Urgensi Program Pemberdayaan 
Masyarakat 

Secara teoretis, pemberdayaan 
didefinisikan sebagai hubungan atau 
menghubungan antara kekuatan dan 
kemampuan yang dimiliki setiap orang, 
terutama kemampuan alamiah. 
Pemberdayaan ini juga menekankan 
pentingnya tindakan aktif yang berkaitan 
dengan kebijakan dan keinginan untuk 
menghasilkan perubahan sosial. 
(Rappaport, 1981, 1984). Dalam beberapa 
kasus, terminologi pemberdayaan terkait 
erat dengan kesejahteraan individu dan 
aspek politik dan sosial yang lebih luas. 
Pemberdayaan ini juga berfokus pada 
upaya indetifikasi kemampuan dengan 
memetakan faktor resiko dan hubungan 
timbal balik antara lingkungan dan 
masalah sosial. Tujuan utama dari 
pemberdayaan ini adalah untuk 
menyelesaikan masalah, memberikan 
masyarakat (kelompok yang menjadi 
obyek pemberdayaan) kesempatan untuk 
memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan, dan melibatkan kelompok 
profesional melalui kerja sama. 

Pemberdayaan harus dilakukan secara 
berkelanjutan dan berpusat pada upaya 
membangun komunitas lokal dengan 
mengedepankan prinsip saling 
menghormati, kritis, saling peduli, 

partisipasi kelompok, terbukanya akses 
kepada sumber daya utama bagi semua 
pihak dan tidak adanya diskriminasi. 
(Perkins & Zimmerman, 1995). 
Pemberdayaan ini juga menggunakan 
prinsip demokrasi dan mendorong pola 
pikir kritis terhadap lingkungan. (Tohari, 
2020). Dalam pelaksanaannya 
pemberdayaan kepada masyarakat 
berpusat pada proses pemberdayaan itu 
sendiri dan hasil yang ingin diperoleh. 
Istilah "hasil yang diberdayakan" mengacu 
pada praktik pemberdayaan yang 
memungkinkan kita mempelajari hasil dari 
proses pemberdayaan seperti pengaruh 
kebijakan, perkembangan jaringan, dan 
pertumbuhannya. Dalam hasil dari proses 
pemberdayaan  mencakup kontrol yang 
dirasakan berdasarkan situasi dan 
kemampuan mobilisasi sumber daya. 

Dalam pelaksanaannya terdapat 7 
(tujuh) tahapan dalam pemberdayaan. 
(Adi, 2008).  
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Bagan 1. Tujuh Tahapan Pelaksanaan 
Program Pemberdayaan Komunitas 

Sumber: Adi, R. I. (2008). Intervensi 
Komunitas Pengembangan Masyarakat 
sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. 

Peneliti menemukan diperlukan 
adanya bentuk penataan ulang dalam 
melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat. Penataan ulang kembali 
disebabkan program pemberdayaan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya 
tidak berjalan dengan optimal karena 
adanya perubahan yang signifikan 
terhadap model interaksi sosial masyarakat 
di Desa Lawang Uru. Perubahan yang 
terjadi ini peneliti uraikan dalam analisis 
SWOT berikut.   

 
Pendekatan awal yang dapat 

dilakukan adalah melalui pendekatan 
sosio-kultural.  Dalam pendekatan sosio-
kultural merupakan upaya menciptakan 
kesejahteraan dan keadilan sosial dengan 
memperhatian secara komprehensif aspek-
aspek yang memperngaruhinya. Adapun 

aspek-aspek yang diperhatikan adalah 
agama, budaya, pendidikan, adat istiadat, 
ekonomi, politik dan hukum. Aspek-aspek 
yang dimaksudkan ini juga disebut sebagai 
dimensi sosio-kultural. Selama kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyakat ini telah 
dilakukan pendekatan sosio-kultural 
terutama dalam menggali permasalahan 
dan kondisi masyarakat terutama melalui 
aspek adat istiadat dan agama. 

 
Gambar 2. Kegiatan Forum Group 

Discussion (FGD) bersama masyarakat 
Desa Lawang Uru 

  
Dari wawancara yang dilakukan 

peneliti bersama Dr. Agus Afandi, beliau 
menyarankan bahwa untuk mencapai 
masyarakat desa Lawang Uru yang 
mandiri melalui proses pemberdayaan 
masyarakat adalah dengan menguatkan 
dan meningkatkan aktivitas penyuluhan.  
Keberhasilan proses penyuluhan ini 
bergantung dengan metode komunikasi 
yang digunakan oleh pemateri dan 
penyuluh tersebut. Dalam temuan peneliti 
masyarakat desa Lawang Uru kurang 
menyukai adanya diskusi bersifat 
kaku/formal. Pendekatan kepada 
masyarakat desa Lawang Uru harus 
dilakukan dengan mengedepankan asas 
kekeluargaan dan yang terutama adalah 
mengetahui dengan baik kebutuhan utama 
masyarakat. 

d. Tantangan Pelaksanaan Program 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Lawang Uru 

Dalam tulisan Darwanto yang 
berjudul “Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasiskan Masyarakat Kecil” tahun 
2004 menuliskan ada 4 (empat) unsur 
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dalam pemberdayaan masyarakat yaitu. 
(Khausar, 2012) 
1. Inklusi dan partisipasi; 
2. Akses pada informasi; 
3. Kapasitas organisasi; dan 
4. Profesionalitas pelakau pemberdaya. 

Empat unsur diatas menjadi pedoman 
selama ini dalam merencanakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. Unsur-unsur 
pemberdayaan masyarakat ini memiliki 
keterkaitan satu dengan yang lain dan 
apabila terdapat salah satu unsur tidak 
terpenuhi maka program pemberdayaan 
masyarakat tidak dapat dilaksanakan. 
Peneliti mencermati kembali keempat 
unsur pemberdayaan diatas dan 
menemukan bahwa keberadaan sumber 
daya manusia yang mumpuni dalam 
sebuah desa sangat diperlukan.  

Setiap orang memiliki potensi sosial 
yang luar biasa, dan ketika potensi ini 
bekerja sama dengan kepentingan umum, 
akan menjadi kekuatan yang signifikan 
untuk mendukung berbagai program 
pembangunan nasional. (Mahadiansar et 
al., 2020) Potensi ini dapat berkembang 
apabila adanya upaya saling bekerjasama 
terutama dalam pembangunan nasional. 
Kerjasama yang merupakan bagian dari 
hubungan sosial manusia terjadi 
diberbagai tingkat dan dalam Pengabdian 
Kepada Masyakat ini peneliti 
memfokuskan kepada kerjasama untuk 
membangun desa dari antar masyarakat 
desa. Kerjasama ini dapat menjadi sumber 
daya sosial yang bermanfaat untuk 
mengatasi berbagai masalah sosial yang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. 
(Astono et al., 2022). 

 Hubungan sosial yang berkelanjutan 
didasarkan pada kepercayaan antara 
individu. Kepercayaan ini memicu adanya 
empati di antara sesama anggota 
komunitas, yang tercermin dalam tindakan 
saling mendukung ketika ada anggota 
komunitas yang menghadapi kesulitan. 
(Darwis et al., 2022). Keharmonisan 
hubungan sosial antar individu masyarakat 

akan menjadi dasar terbentuknya modal 
sosial dan dapat menunjang aktivitas 
pembangunan masyarakat tersebut dalam 
berbagai aspek. (Sugeng Pujiharto, 2021). 

 Modal sosial merupakan sebuah 
pemikiran yang mengakui bahwa berbagai 
permasalahan sosial dapat diantisipasi 
dengan efektif jika dilakukan secara 
bersama-sama. Kebersamaan dan 
kerjasama merupakan aspek penting untuk 
mengatasi berbagai masalah sosial. 
Keberadaan masyarakat yang bekerja 
bersama memiliki dampak positif lebih 
besar dari modal berupa materi (kekayaan 
atau uang). Modal sosial ini terbentuk 
apabila adanya kemauan baik bersama, 
persahabatan, sikap empati dan simpati 
serta rasa saling memiliki terhadap sesama 
masyarakat. 

Bourdieu dalam tulisannya berjudul 
“the Forms of Capital” menuliskan bahwa 
transaksi modal ekonomi tidak akan dapat 
berjalan efektif tanpa adanya dukungan 
modal yang bersifat immaterial dalam 
modal budaya dan modal sosial. 
(Hannaway & Richardson, 1987; 
Richardson, 1986). Modal sosial adalah 
keseluruhan sumber daya yang aktual 
ataupun potensial yang berasal dari 
jaringan hubungan, dan jaringan hubungan 
ini harus dilandasi sikap saling memiliki, 
saling mengenal dan saling mengakui. 
Efektif atau tidaknya modal ini tergantung 
seberapa besar kuantitas ataupun kualitas 
jaringan hubungan, volume modal sosial, 
budaya dan ekonomi. 

Berbagai temuan masalah dalam 
kehidupan sosial masyarakat Desa Lawang 
Uru dan menjadi hambatan terbentuknya 
modal sosial di Desa Lawang Uru. 
Besarnya potensi yang dimiliki oleh 
masyarakat desa dapat dioptimalkan guna 
membangun desa menjadi desa mandiri 
ataupun desa maju. Demikian pula dengan 
potensi yang dimiliki oleh kualitas 
masyarakat Desa Lawang Uru. Kepala 
Desa menyampaikan bahwa adanya 
kesulitan mengumpulkan masyarakat desa 
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untuk berdiskusi bersama guna 
membangun desa Lawang Uru. 
Masyarakat desa Lawang Uru menilai 
bahwa kegiatan pertemuan bersama 
seluruh masyarakat desa untuk berdiskusi 
bersama merespon kondisi sosial desa 
terkini dan kasus-kasus yang perlu 
mendapatkan perhatian seksama tidak 
penting untuk diadakan. Dalam 
Pengabdian Kepada Masyakat lapangan ini 
juga peneliti melihat antar masyarakat desa 
tidak menjalin komunikasi yang intensif 
kepada tetangga dan kehadiran pemuka 
agama juga direspon dengan sentimen 
negatif. 

Kepala Desa juga menjelaskan 
masyarakat desa tidak menaruh kepedulian 
pada pembangunan fasilitas publik seperti 
pembangunan sekolah. Pusat kehidupan 
masyarakat Desa Lawang Uru telah 
mengalami sekali perpindahan yang mana 
sebelumnya berada di seberang Sungai 
Kahayan. Kepala Desa menambahkan 
bahwa adanya bentuk penolakan dan 
ketidakpercayaan penduduk desa terhadap 
upaya pembangunan sekolah ketika 
masyarakat desa masih bermukim di lokasi 
Desa Lawang Uru sebelumnya. Peneliti 
melakukan validasi terhadap jawaban 
Kepala Desa dalam kegiatan FGD dan 
menemukan kebenaran dari ungkapan 
Kepala Desa tersebut. Bagi sebagian 
masyarakat desa karena kondisi fasilitas 
pendidikan yang kurang mengambil 
keputusan untuk mengirimkan anak-anak 
mereka mendapatkan pendidika di Kota 
Palangka Raya atau Kabupaten Gunung 
Mas.  

 Keberdaan modal sosial membawa 
dampak positif bagi sebuah desa. Melalui 
modal sosial masyarakat dapat 
diperdayakan untuk memiliki kesiapan 
membangun desa secara bekelanjutan. 
Desa Lawang Uru memerlukan adanya 
modal sosial ini agar program 
pemberdayaan masyarakat dapat 
terlaksana. Melalui modal sosial dan 
terwujudnya program pemberdayaan 

masyarakat segala bentuk potensi yang 
dimiliki oleh Desa Lawang Uru yakni dari 
sektor sumber daya alam dapat 
memberikan kemakmuran secara 
berkelanjutan dan kedayatahan bagi 
kehidupan masyarakat desa. 

 
Gambar 3. Anggota masyarakat desa 

menyampaikan problematika Sosial yang 
mereka hadapi di Desa Lawang Uru. 

SIMPULAN 

Pengabdian Kepada Masyakat yang 
dilaksanakan melalui tahap awal program 
pemberdayaan masyarakat di Desa Lawang Uru 
menghasilkan beberapa temuan. Masyarakat 
Desa Lawang Uru memiliki tingkat 
kemandirian perekonomian melalui mata 
pencaharian mereka sebagai penambang emas. 
Kualitas emas yang dihasilkan oleh masyarakat 
Desa Lawang Uru mendapatkan pengakuan 
positif oleh masyarakat Kalimantan Tengah. 
Rata-rata keadaan hidup masyarakat Desa 
Lawang Uru cendrung sejahtera, namun 
kehidupan masyarakat Desa Lawang Uru tidak 
dapat dilepaskan dari berbagai problematik 
sosial yang hadir di desa tersebut. Keberadaan 
perusahaan kelapa sawit yang selama ini tidak 
menjalankan amanat perundangan-undangan 
yakni pemberian plasma kepada masyarakat 
memicu pertikaian dengan masyarakat desa. 
Aktifitas penambangan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Lawang Uru juga 
menyebabkan adanya ancaman baru bagi 
kehidupan masyarakat yakni pencemaran air di 
Sungai Kahayan oleh limbah merkuri. 

Dari temuan potensi di Desa Lawang Uru 
dan problematika yang ada membuat peneliti 
menyatakan bahwa diperlukan adanya program 
pemberdayaan masyarakat dengan berasaskan 
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pedoman pembangunan berkelanjutan. Adapun 
urgensi oleh program pemberdayaan 
masyarakat ini agar masyarakat Desa Lawang 
Uru dapat memiliki kesiapan dalam 
menghadapi era industrialisasi yang tidak hanya 
membawa dampak positif, namun juga dampak 
negatif. Peneliti menemukan tantangan 
sekaligus hambatan dalam melaksanakan 
program pemberdayaan masyarakat di Desa 
Lawang Uru yakni kondisi sosial masyarakat 
Desa Lawang Uru yang tidak sepenuhnya 
harmonis. Masyarakat desa tidak peduli dengan 
pembangunan desa dan menunjukkan sikap 
tidak ramah kepada tokoh-tokoh masyarakat 
desa. Kondisi sosial demikian menyebabkan 
tidak terbentuknya modal sosial. Sedangkan, 
potensi yang dimiliki Desa Lawang Uru harus 
segera diperdayakan dengan bijaksana dan 
optimal bagi menigkatkan kesejahteraan 
penduduk melalui kerjasama antar semua 
masyarakat desa dan tokoh masyarakat 
(pemuka agama, dan aparatur desa). 
Pengabdian Kepada Masyakat belum selesai 
dilaksanakan dan belum terlihat hasil akhir 
yakni perkembangan signifikan dari kehidupan 
masyarakat desa sebagai hasil dari PKM ini. 
Hal ini disebabkan pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu 
yang cukup panjang. 
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